KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036758.AH.01.07. TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAMAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NGUDI RAHAYU DUSUN PENDINGAN

Menimbang “a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDAH SUSILOWATI, SH , sesual salinan
Akta Nomor 171 Tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat oleh INDAH SUSILOWAT, 5H
tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NGUDI RAHAYU DUSUN PENDINGAN disingkat PAUD NGUDI RAHAYU DUSUN
PENDINGAN tanggal 24 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran
60160324331013249 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan
Hukum Perkumpulan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perfu
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia teniang
Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NGUDI
RAHAYU DUSUN PENDINGAN disingkat PAUD NGUDI RAHAYU DUSUN
PENDINGAN;

MEMUTUSKAN:

: Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NGUDI RAHAYU DUSUN PENDINGAN
disingkat PAUD NGUD! RAHAYU DUSUN PENDINGAN
Berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG, sesuai salinan Akta Nomor 171 Tanggal
23 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris INDAH SUSILOWATI, SH yang
berkedudukan di KABUPATEN SEMARANG.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
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Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036758.AH.01.07. TAHUN 2016

‘ TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NGUDI RAHAYU DUSUN PENDINGAN

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA NO

ORGAN JABATAN
KTPPASSPORT PERKUMPULAN
NUR HASANAH, S.AG 3322014911680001 PENGURUS ~ KETUA

SULASTRI 1322015601840001 PENGURUS  SEKRETARIS
RUMIYAT] 3322016607800001 PENGURUS  BENDAHARA

::0:::3“'- MA'MUN, SAG.  3355011610710002 PENGAWAS ~ KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
v
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Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.LM., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2016




